
  

 

 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI  PROBOLINGGO 

NOMOR :   1  TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2017 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

NOMOR 1 TAHUN 2017  

     TENTANG    

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  Bahwa berdasarkan perhitungan pengelompokan kemampuan 

keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 serta hasil audit 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                  

Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Prooblinggo 

dikategorikan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan 

pada kelompok tinggi; 

   b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo  

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1                     

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan 

Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016; 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09                    

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1                      

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 1  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 86 Tahun 2017. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 1  TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

PROBOLINGGO. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1  

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 86 Tahun 2017, diubah 

sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Sesuai dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai 

daerah dengan kemampuan keuangan pada kelompok tinggi. 

(2) Dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

diberikan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam             

Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus                  

ribu rupiah) setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)  

sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per 

kegiatan reses per orang.  

(3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap 

melaksanakan reses.  

 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan untuk : 

a. Ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar           

Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);  

b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil                    

Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                       

Kabupaten Probolinggo. 

 

   Ditetapkan di                   Probolinggo 

   Pada tanggal   2   Januari   2020 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal 3  Januari 2020 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

H. SANTOSO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19620802 198303 1 019 
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